Prospek Hukum Islam di Indonesia

Agus Triyanta
Keberadaan Islam yang tipikal di Indonesia dar situasi politik yang

akomodatif akbiv-akbir ini; telab mendorong ramainya tuntutar pada
pemerintab untuk mengakomodasi beberapa prinsip bukum Islam.

Lewat tulisan ini ada gambaran tentang

bukum Islam

dan tantangan yang akan dibadapi baik
oleb pemerintah maupun umat Islam.

Pendahulugan

Hukum Islam di Indonesia — dan
tentu saja Islam secara keseluruhan —
mempunyai bentuk yung sangat tipikal,
dibandingkan dengan Islam di berbagai
negara lainnya, Islim di Indonesia, me-
nurut banyak studi; adalah Islam yang
akomodatif (untuk tidak disebut elas-
tis), adulah juga Islam yang pragmatis
(untuk tidak disebut justifikator), serta
beberapa istilah lain yang lebih me-

nempatkannya scbagai suatu aganz: —
beserta perangkat hukumnya — yang
sangat subordinatif.'

Pada perkembungun dekade ter-
akhir Hukum Islam i Indonesia, agak-
nya akan memberikan ide yang lrin
atas pandangan di atas. Lahirnya UUPA
(Undang-Undang Peradilan Agama)
tahun 1989, mulai temkomodasikannya
beberapa aturan tentang praktik per-
hankan Islam, dimasukkannya sertifi-
kasi fhalal sebagai bagian dari upaya

"Ini bisa dilihat pada beberapa kasus fatwa MUI atau oknum MUI yang terkesan
sangat menjustifikasi; fatwa ketentuan hukum daging katak, kehalalan Porkas/SDSB.
Lihat: Ibrahim Hosen, dkk; Prof. Ibrabim Hosen dan Pembabaruan Hubum Islam
di Indonesia. CV. Putera Harapan, tt, cet [, 1991, Juga, dalam istilah Dr. Kuntowijoyo,
Islam hanya dipakai scbagai rallying point dalam kampanye (Prisma, no. 5 Th. 1988,

hal. 793.
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yuridis perlindungan konsumen mus-
lim, adalah beberapa contch perkem-
bangan yang sangat ‘tidak linier” dililat
dari trend hukum Islam scbelumnya.

Dengan tanpa mengkesampingkan
sudut pandang politis, tulisan ini Der-
maksud untuk melihat bagaimana
prospek Hukum Islam di Indonesia.
Untuk itu, mau tidak mau, pembahasan
historis harus dilakukan di awal tulisan
int.

Hukam Islam Masa Belanda

Walaupun kurang tercover secar
baik, namun hukum Islam pada masa
kergjaan (sebelum Belanda darang)
merupakan suatu fase penting dalam
sefarah hukum Islam i Indonesiza. 11al
ftu disebabkan, bahwa setelal kertjaan
Hindu dan Budha digantikan dengan
kerajaan/kasultanan Islam, pada ha-
kekatnyz, untuk pertanut kalinya iu-
kum Islam telah eksis di Indoncsia
sebagai Hukum Positif.? Itu bukanlah
suatu hal yang tanpa alasan. Indikasi
ke arah tersebut nampak dalam tracisi
kerajnan yang berbau Islam, seperti
tradisi sckaten, berbagai acara tradisi,
filosofi dari berbagai bentuk bangunan

dan perlengkapan kraton, dan sebagai-
nya, walaupun tidak dipungkiri, sangat
bersifat sinkretis. Bahkan sebelum
Belanda memperhatikan masalah hu-
kum, para raja dari berbagai kerajaan
Islam telah menjadikan Hukum Islan:
sebagai Hukum Positif. Adanya gelar
“adipati ing alogo sayyidin panotogo-
mo” adalah sebuah terminologi yang
dengan sangat jelas tidak akan merefer
kecuali pada asumsi bahwa para raja
adalah seorang pemimpin yiang mem-
berakukan hukum agama.® Dan me-
mang, sebagaimana vang diungkapkan
Fazlur Rahmman, bahwa hegitu sese-
orang masuk Islam, maka hukum
agana akan temalkan, karena hukum
di dalam Islam merupakan hal yang
inheren dan kesmuan vang tak terpi-
sahkon dengan ke-Islan-an seseorang,”
Dan juga, menurut teort autoritas dari
HAR Gibh, hahwa orang Islam, kalau
telah menerima Islun sebagai agana-
oy, i menerima autoritas hukum
Islam terhadap dirinva.®

Hukum Islam, masuk ke Indone-
sia bersamaan dengan masuknya s
lam ke Indonesia. Kenapa kemudian
didapati bahwa Hukum Islam di In-
donesia bersifat sangat kompromis, itu

‘Moh. Idris Ramulyo, SH, MH, Asas-dsas Hukum Islam, Stnar Grefika. Jakara,
1995, hl. 38. Bisa dilihat juga, beberapa para mija (sultan) juga berusaha untuk bisa
mensosialisasikan Islam ke dalam kermjaannya (Simuh, Mistik Islam Kejawen Raden
Ngabehi Ronggowarsito, Ul Press, Jakarts, cet-1, 1988, hal. 12).

*Kalimat ini berarti bahwa mja adalah sebagai: pemimpinan di medan perang se-

kaligus pemimpin/penata dalam agama.

*Fazlur Rahman, Islam, tedemah Ahsin Muhammad, Bandung, Pustaka, cer-l, 1984,

hal. 90.

‘chiyanto, SH, dalam: Hukum Islam i Indonesia, penyunting Fdisi Rudiana

Arief, SH, hal. 19.
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tidak bisa terlepas dari bagaimana Is-
lam masuk ke Indonesia. Islam —
beserta hukumnya — nuasuk ke Indo-
nesia dengan cara penetrasi, dengin
cara yang sangat laten dan membuur
dengan berbagai tradisi yang telah ada
dan cksis, dengan istilah lain, penefra-
tion pastfiquee, tolerante et constructive,
penetrasi secara damai, toleran dan
membungun.” Dengan kata lain, dia
datang dengan tanpa menimbulkan
hentukan-hentakan shock cultnre, apa-
lagi memicu kontroversi, sesuatu hal
yang tidak lazim dibandingkan dengan
sejarah munculnya heberapa ideologi
besar di dunia. Ttulah barangkali yang
dimaksud oleh Thomas W., Arnold,
dalam suat orang Kristen cli Spanyol
(di bawah Ratu Isabela) membantai
umat Iskian dengan bengisnya, Islam
— dengan amat damainys — mudai
memasuki Indonesia. Masuk lewat
sumatera untuk selanjutnys menda-
patkan kememsngan demi kemeningan
dengan sungat mengagumkan.”
Dengan datangaya penjajith Belan-
da pada akhir abad 16, maka sejarah
hukumn Islam di Indonesia akan beralur

lgin, di mana hukum Islam dihambat
perkembangannya. Hal itu sangat wajar
dan logis, karena di antara tujuan Be-
janda adalah untuk kepentingan mis-
sionaris. Tujuan ini, mau- atau tidak
mauy, jelas mengimplikasikan kepada
dikesampingkannya hukum Islam dari
perhatian Belanda, lebih dari itu, bah-
kan Belanda sendif justru terkesan
menghambat,* ini nanti akan nampak
dengan jelas pada akhir (paruh kedua),
abad ke 19, saat mana lahir teori
reveptie. '
Namun, telah menddrahdagingnya
‘elan vital’ hukum Islam di dalam’ ke-
hidupan sebagian besar penduduk pri-
humi telnh mendorong teradinya cks-
plosi (letupan} pemberontakan yang
lebih merupakan dorongan emosi ke-
agamaan’ Hal itu memaksa Belinda
untuk berifkir bahwa tidak ads jalan
lnin kecuali memberikan pengakuan
yang lavak atas cksistensi hukum Is-
lam di kalangan pribumi. Maka mulai
tahun 1855, Belunda untuk pertana
kalinya memberikan pengakuan terha-
dap eksistensi hukum islam di Indo-
nesit, yakni dengan adanya Regeerings

oprof. M. Daud Ali, SH. Asas-asas Hubum Istam, Rajawali, jakarta, cet-il, 1991,

hal. 212

“Thomas W, Arnold, Preaching of Islan, wriemah, Nawawi Rambe, 'Pustakn Jaya,

Jakarta, cet-Il, 1981, hal. 317

*Belanda nampak sangat ticdak memper
rakat. Bahkan bila dibandingkan dengan pen

hatikan eksistensi hukum Islam dalam masya-
piah Inggris, Belanda lebih menterdantarkan

hukum Islam. (MB Hooker, Islamic Law in South East Asia, Oxford University

Press, 1984, hal. 249.

“Perang Diponegoro, Pemberontakan Sultan Agung, dan lain sebagainya adalah le-
bilh karena faktor agama. (Badri Yatim, Sefarab Peradaban Islam, Rajawali Press,
Jakarta, cet-l, 1993, hal. 215). Penegasan tentang terjadinya pemberontakan yang dilandasi
oleh agama Dbisa juga dilihat pada; Aqib Sumiato, Politik Islam Hindia Belanda,

Jakarta, LP3ES, cet-l, hal. 9.
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Reglomen ™ Dengan adanya hal ini,
maka hukum Islam yang secara praktis
telah berlaku di lingkungsn umar Is-
lam, yang tersebar dakun banyak ke-
rajaan, diakui dengan jelas oleh Bélan-
da. Karena memang, sebelumnya telah
eksis hukum Islam dalom banyak wi-
layah; Kerajaan Samudera Pasai,
Resultanan Demak, Kesultanan Cire-
bon, Kesultainan Mataram, Banten,
Termate, Kesultanan Buton, Sunthawa,
Kalimantan Selown, Kutai, Pontianak,
Surakarta, Palembang, dan lain-lain,
Maka di wilayah-wilayah terscbut
terclapat lembaga peradilan agama de-
ngan berbagai name; Kerapatan Kadhi,
Hakim Syar’, Pengadilan Surmmibi, dan
sebxgainya.

Scetelahy itu, cksistensi Hukum Is-
lam diperkum lagi dengan lahimya
Teori Receptio in Complexn vang dike-
mukakan oleh Prof. Lodewiik Witlem
Christinan  (1845-1927); yang artinya
balwa. bagi orang Islam beraku penuh
hukum - Islam sebab ia telah masuk
aganet Islam, walaupun pada pelaksa-
naannya ada penyimpangan-penvim-
pangan.!

Nanmumn setelah Belanda nenghavati
psikologi sasial umat Islam di Tndone-
sia, <i mana kemudian Snouch Ty
gronje merekomendasikan agar umat
Islam dijauhkan dari hukum Islam
supay: mercka tidak menolak hal-hal
yang berbau Barat, maka iahirlah ke-
mudian 7eori Receptie, yang pada
intinya menegaskan bahwa hukum Is-

lam hanya bisa dijalankan bila hukum
itu telah diterinxt oleh adat.'s

Masa Kemerdeknan

Apa yang terjadi di seputar saat
kemerdekaan, adalah sebuah fase yang
sangat berarti bagi hukum Islam: ialah
pada saat di aung terjadi negosiasi
politik tentang landasan spirituil dan
landasan konstitusionil dan negam In-
donesia. Numun, vang telab teradi
dakim moment tersebut adalal hahwea
umat Iskun memberikan pengorbanan
yang sangat besar (untuk tidak disebut
menderita kekalaban) vaito dengan
dihapuskannya tujub kara dalam
Piagam [akarta, vang berbunyi: “de-
ngan kewajiban menjalankan syariay
Islam bagi pemeluk-pemetuknya,
menjelang penetapannya tanggal 18
Agustus 1945, Padahal mjuh kata itulah
yang securt eksplisit bisa memberikan
jminan hukum yang lebih kongkrit
kepada unwae Islam. Ini menunjukkan
bagainuna sifat kompromis yang ditun-
jukkan olch umar Tshum, walaupun
sebenamyu, hal i terdalu nethal untuk
dikompromikan. Sifat sikap semacam
itu sebenamya tidak hegitu aneh bila
dilihat cara masuknya Islam i Indo-
nesiai — seperti yang telah ditulis di
depan — bhersifar penetrasi; yang
akhirnya akan melahirkan sinkretis.
yang tidak lain adalah sangat kompro-
mis terhadap hal lain.

“lehtiyanto, SH., Toid., hal. 118.
“Ichtiyanto, SH., Iodd., hal. 117.
“Ipid, hal. 122
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Dan yang lebih disayangkan, ka-
rena perubahan itu terjadi sangat men-
dadak — untuk tidak menyebut ter-
gesa-gesa — dengan hanya disertai
satu orung dri kubu nasionalis muslim,
ialah Hadikusumo.!* Sedangkan, hal itu
sebelumnya telah disepakati oleh
semua tim perumius, dan pencantunman
itu merupakan hasil kompromi antara
nasionalis muslim dan nasionalis seku-
ler, yang menurut Soekarno, setiap
bentuk kompromi, haruslah ada di
dalimnya memberi dan menerinu™

Kekecewzan upnat Islun dengan
dihilangkannya jaminan sccaa eksplisit
tersebut kemudian sedikit terobati
dengan dekrit presiden pada tabhun
1955, di muana dinyatakan bahwa
Piagam Jakarta merupakan mingkaian
tak terpisubkun duari UUD 1945,

Pembangunan Hukum Islam Masa
Orla dan Orba

Kalau dicermati secira detiil, mo-
ment keberuntungan vuridis yang di-

dapat umat Islam Indonesia tidak ter-
jadi kecuali hanya dalam beberapa kali.
Semenjak Indonesia merdeka, baru pa-
da tahun 1957 ada penegasan tentang
kedudukan peradilan Islam ata berla-
kunya Mahkamah Syariah. Jauh setelah
it kemudian muncullah Undang-Un-
dang Perkawinan tzhun 1974. 15 whun
kemudian, muncul' UUPA (Undang-
Undang Peradilan Agamu), yang ini
merupakan suatu surprise. Hal itu ke-
mudian diikuti dengan Kompilasi Hu-
kum Islam tahun 1991. Berturut-turut
kemudian mulai dimasukkannya prak-
tik sistery perbankan Islam dalam UD
Perbankan (1992)." serta untuk ter-
akhir kalinya umat Islam mendapat
‘hadiah’ diberlakukannya sertifikasi FHa-
lal bagi produk-produk yang dikon-
sumsi packr tahun ini juga (1996)."
Secara urut hal itu bisa dilihat sebagai
berikut:

Wakiu Everd

1845 Merdelka

1855 Penegasan balwa Plagam Jakarta merupakan rangkaian tek terpsehkan dart UUD 1945
1857 Pembertakuan Mahkamah Syariah

1874 UL Parkawinan

1989 UUPA (Undang-Undang peraddan Agama)

1883 Pemakalen Jilhab bagi pelajar dibolehkan

1991 Kompilagi Hukum (slam

1962 Praktik Parbankan [slam datur

1885 Sertifikas: Halal

“Endang Saifuddin Anshari dalan: Hulbum Istam (Tbid.) hal. 42

“ibid., hal. 140,

“Hal itu ditegaskan oleh Ruslun Abdulgani sebagai Wakil Ketua DPA wakw it

(rbid., hal. 56).

WU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. CV Mini Jaya Abadi, Jakarta, 1992,

"Repubtiba, 2~ September 1996,
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Melihat hal di atas bisa ditarik ke
simpulan bahwa pada masa Orde La-
nu, tiduk ada kebijakan yang cukup
berarti tentang Hukum Islam, kecuali
Pemberlakugn Mabkamah Syariah
untuk wilaysh Luar Jawa dan Madura.
Bahkan ini pun (Pemberkakuan Mahka-
nuth Syapiah) sebenarnya tidak jauh
berbeda dengan penegasan yang dila-
kukan olch Belanda dengan mengakui
chsistensi hukom Aganu sl positif
di Indoncsia.

Kenapa terjadi bl semacam ina?
Hal ita akan nampok lebih jelas hila
dikaitkan dengan situasi bahwa umat
Islam ketika itu (fentu juga negan)
sedang berkonsentrisi untuk mengha-
cdapi PKI, dan berhugai upaya konsoli-
dasi lainnya, termasuk multi partai
vang antara satu partai musiim dengan
linnya amat sering terjadi kekurang-
seraganmn visi, menyusul  kemuadian
kekurangharmonisan antar unut Is-
ki dan pemerineh. Singkatnya, ren-
ting waktu selama ite memang bukan
merupakan situasi yang kondusif untuk
pembangunan hukum Isfam.

Bila dilihat pada masa Orde Baru,
tidak serta-merta dengan terjadinya
pergantian kepeminmpinan menampak-
kan respon yang lebih positif terhadap
pembangunan hukum Islam, barulih
17 tahun kemudian — dengan konglisi
politik yang relatif stabil — lahirdah
Undang-Undang Perkawinan pada ta-

hun 1974. Dan untuk pertama Kali-
nya, polecy pemerintah yang berkaitan
dengan hukum Islum mendapatkan
respon pro dan kontra sedemikian
hebat.™

Namun, kemunculan UU Perka-
winan itu pun tidak banyak diikuti
oleh lahirpya produk dari pemba-
ngunan hukum Islam kecuali setelah
rentang wiktu 15 tihun dengan Iahir-
nya Undang-Undiung Peradilin Agama
(UUPA) padda tehun 1989, Hal ini sa-
ngat logis bila dilihat dasi sudut pan-
dang sosial-politis. Fiase tersebut dike-
nal sebagai suatn fase yumg dengan
sangat jelasnyvit menunjukkan dishar-
monitas hubungan antarg pemerintah
dengan unun Islim. Posisi unie Iskin
sangtt terpojok. Terkading timbul ke-
curigaan  terhadap  Iskhun scehagai se-
huah “kekuatan sosial-politik . Dengan
sungial ketatnva  Militer membatas
ruang gerak gencrasi muda Islam,
Dalam dunia pendidikan, Menteri
Daud Yusuf berusaha menckan ge-
nerasi muda Iskim dengan berbagai
kehijakannya." Maka pantaslih kalau
dalam rentang waktu tersebut pemba-
ngunan hukum Islam tidak secara
serius diperhatikun. Dan terjadinya
disharmonitas itu sendiri sebenarnya
sangat merugikan pemerintah. Karena,
scharusnyalah pemerintah mengambil
sikap yang akomodatif terhadap unu
Islam yang telah rela berkorbun cukup

"Perkembangan Mutakbir Hukum Islem. Sudirnun Tebba. cd.. Mizan Bandung,

cet-1, 1993, hal. 27,

“HM. Rasjidi, Strategt Kebudayaan dan Pembabaruan Pendiditan Nastonal,

Bulan Bintang, lakarta, hal. 10.
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besar, baik dalam kemerdekaan mau-
pun dalam penumpasan PKIL

Kemudian, bila dilihat mwulai akhir
dekade delapan puluh ke belakang,
akan didapati bahwa begitu banyak
produk pembangunan hukum dan po-
lecy pemerintah yung menunjukkan
concern yang demikian besar terhadap
hukum Isknn. Setelah lahirnya UUPA,
Kebebasan Dberjilbab di sckolah, me-
nyusul kemudian Kompilasi 1lukum
Islam (1991), dimasukkannya beberapa
aktifitas muamalah Islam ke dalam
Undang-Undang Perbankan (1992),
dan yang terakhir ini adalah diaturnya
secart jelas Sertifikasi lalal atas ber-
bagai produk makanan yang masuk
ke Indonesia (1990} schagai suatu
perlindungan  yang realistis techadap
perlindungan konswmen muslinm.

Kenapa untuk rentang wkitu yang
terakhir ini bereama sang:t Lain diban-
dingkan dengan fuse-fase sehelumnya?
Ada beberapa hal yang biss disebut
sehagai faktor penyebabnya:

1. Senumkin besar akses umat Islam
menuju pemerintah dan kekuasaan
negara. Hal ini sengajn dilakukin
olch pemerintah untuk menghapus-
kan disharmonitas vang telab
terjadi. Polecy pemerintah tentang
ICMI (ikatan Cendekinwin Muslim
Indonesit) merupakan suatu con-
toh balwa dengan sengija petie-
rintth menawarkan sikap yang ako-
modatif terhadap umat Islam. Hal
ini menunjukkan buhwa lobby

unust Islam dalam kebijakan peme-
rintah semakin besar/kuat, sehingga
aspirasi umat Islam akan lebih
banyak tersalur.

2. Bola salju demokratisasi yang telah
lan didengungkan mengharuskan
pemerintah untuk menerima ke-
hendak mayoritas. Umat Islam sc-
bagai mayoritas akan selalu me-
nyuarmkan aspirasi mereka. Terle-
bih, aspirasi yang tclah sekdan ima
terpendam dalam tubuly umat Is-
lam dikarenakan situasi politik pada
fase sebelumny sungat menekan,
juga dituangkan pada fase yang
terakhir ini fuga. Maka, pemerintah
tidak bisa Dersikap lain kecuali
harus menerdna apa yang dikehen-
daki oleh umat Istam tidak ber-
akibat serius kepada status quo
ying ada.

Prospek Hukum Isiam

Untuk bisa nrembicarakan tentang
prospek  hukum Islam di Indonesia,
paling tidak, memerlukan pengamatan
terhadap tgs haly karakter masyarakat
madem, respon dan tingkat akomaodasi
hukum Islam terhadap modernitas,
serta kondisi palitik yung ada. Ketiga-
nva akan menjadi vardabel penting.
Untuk itu sccara singkat kita bahas
dua variubel pertama, untuk masalah
kondisi politik berhubung telah dising-
gung di atas, maka hanya akan dising-
gung secar implisit.

“ICMI, Negara dan Demokrasi, Zuli Qodir dan Lalu MS, ed. Pustzka Pelajar-
Lingkaran, Yogyakarta, cet-l, 1995, hal. pengantar.
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Di antara karakter substansif kehi-
dupan masa yang akan datung adalah
kecenderungan yang besar akan proses
glohalisasi clan rasionalisasi. Proses ke-
dua hal ini akan sangat serius berimpli-
kasi kepada kehidupan sosial-politik
(unmt Islam) di Indonesia. Secarn lebih
mendetall, perkiman implikasinyn se-
hagai berikut:

. Dengan terjadinya globalisasi, !
akan teradi akkulturasi budayva —
termasuk moral — yang sangit ce-
pat. Distorsi nroralitas akan teriadi.
Hilingnya nilai lanx akan tergusar
olch banyak nilai-nilai yang haru,
Lebih dari schedar akulurasi, na-
mun yvang terkadi sebenarmya ada-
lah sebuah benturan (clash). Ben-
turan budaya yang sangat keras —
schagaimana watak aslinya — akun
mengakibatkan:

a. Terhanyutnya sebagin unuat
Islam dalam derasnya arus
globalisasi. Dalam konteks ind-
Iah kita akan bisa secara pro-
porsional melihat skularisasi.
Meleburkan — dengan angga-
nya — nilai-nilai Islamuntuk
selanjutnya mengadopsi nilai
baru tanpa sedikitpun memper-
soalkan mutan nilai budaya,

Barangkali ini hampir mirip
dengan apa yang oleh Musdar
F. Mas'udi dengan positivisime
dalam hukum Islam kontem-

porer,
Semakin tegarnya scbagian
unxt Islam dalam  keistoman-
nya. dengan kata kin buhwa
militansi Islim akan Ilahir. Ini
merupakan sunnatulloh “uksi-
resksi™ dalam kehidupan sosial:
ialah bahwa al-batil akan selato
mendapatkan lawannya iakah
al-hag. Dengan pendekatan ini
kita bisa melihat. mengapa i
tengah-tengah orng stndrom
dengan nukanan Barae (produk
francise misainva), desakan
untuk sertifikasi hatal semakin
menggenia. Dt tengalh demsnya
alkoholisme dan makanan
additif lainnya, Perda Miras di
DKI diprotes dengan antusias-
nya. Di tengah Kontes mtu-rat
kecantikan dan marmknya nod-
elling. dunin kampus-kampus
elit di Indonesin cadar, Inj se-
mua sekedar menunjukkan bah-
wa globalisasi akan menghadir-
kan sebuah militansi bar dan
spiritualitas kebemgantan yang
tinggi.

“Kata "globalisasi® muncul pada - mimmal -- dekade terakhir darf abad 20 dengan
dipopulerkan oleh belxrapa futurolog terutama, Alvin Toffler -- dan istrimva, Heidi
Toffler -- {penulis TheThird Wave, dan Funire Shack). John Naisshitt - dan istrinya.
Parricia Aburdene -- {(penulis Megatrends 2000 dan Global Paradox).

“Masdar F. Mos'udi dalam; Polenil Realtualisast Afaran Isiam. Iqbal A. Saimin,
penyunting, Pustaka Panjimas, Jakara, cet-l, 1988, hal. 181,
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2. Adapun rasionalisasi,® akan meng-
implikasikan hal-hal sebagai beri-
kut: '

a. Desakralisasi kehidupan, artinya
orang akan meninggaikan yang
sakral 1api tidak rasional, dan
akan mengambil yang rasional
wilaupun menentang sakrali-
tas.™ Hal ini akan sangat me-
numbuhsuburkan materialisme
dan positifisme, berfikiran dari
kacamata profit dan non profit
ansikh. Dalam kondisi ini,
oning bisa judi menganmalkan
salah satu ajaran agama, nanmun
bhukan demi sakraditas, tetapi
karena ada profit yang akan
dinmbil dari aktifitas itu. Salah
satu segmen hukum Islam bisa
dijulankan, bukan karena alasan
sakralitas, tapi karena ada ke-
untungan vang lebih nuterdalis-
tis” dari itu. Misalaya, berken-
hangnya trckat-tarckat di Kota-
kota besar, di mana di antara
pengikutaya adalab non mus-
lim.#* Konsep hukum pidana
Islam menjadi inspirasi dari
schagian hukum positif dunia,
bukan karena sakmlitas ctapi
karena menmng menunjukkan

hasil yang lebih efelgtif.

b. Demokratisasi, artinya, bahwa
penghargaan terhadap sebuah
pendapat kelompok atau indi-
vidu dihargai. Akibat duri hal
ini, maka pemerintah tidak akan
bisa selamanya membatasi ber-
bagai kehendak umat Islam
yang menjadi mayoritas pendu-
duk Indonesia. Dengan kata
lain, aplikasi dari berbagai kon-
sep hukum Islam yang olch
umat Iskun — secarn. mayoritas
— diusulkan untuk dilegulisasi-
kan, penwerintah tidak akan bisa
mengacuhkanny:.

Respon dan Tingkat Akomodasi
Hulamm Islam Terhadap Modernitas

Hukum Tslam, adulal sehuah sistem
hukum yang, meskipun bersifit kekal
— dikarenakan mcrupakan hukum
vang bersumber pada wahyu/relevasi
— MU juga mempunyai apa yang
hissa disebut dengan clastisitas hukusm,
schuah istilah yang sebenarnya sangat
menginiplikasikan konotasi negatif.
Paclahal, yang yang dimaksud dengan
clastis di sini hukan bahwa hukum
Iskun itu sungat lentur dan bisa menjus-

SRasionalisasi sebenarnya merupakan sesuatn yang inherent dengan modernisasi,
vang lahir pada abad 18 di Eropa Barat menyusul sctelah wmbangnya dogma gereia
(Encyclopaeidea Amerika, Vol. 19 hal. 289, atau Encyclopaeicea Britanica, vol. 15, hal

632).

“Harvey Cox menegaskan bahwa desaralisasi sebagai salah satu dari tiga komponen
skularisasi. Dua komponen lainnya adalah disgcbenment of nature (pembebasan
alam dari nilai agama) dan dekonsentrasi nilai (pe-relativ-an terhadap sistem nilai
yang ada). tAmien Rais, Calrawala Islam. Mizan, Bandung, cet 1, 1987, hal. 28-29.

“Republika, Jumat 1+ Oktaber 1996.
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tifikasi apa sajo.® Keberachian pranata
fitihad dalam hukum Hukum Islam.
merupakan suatu pminan pasti bahwa
hukum Islam akan senantiusa bersikap
antisipatif terhadap perkembangan so-
sial. Maka, bisa dikatakan bahwa ijtihad
adalah “principle of movement™ (prin-
sip dinamika hukum dalom Iskan.
Mulamumad ghal, menegaskan hahwa
hukum Islam akan neonpu mengan-
tisipasi uintangan zanxn dengan svame
nmsuk ke dalam jiwa Uimar bin Khath-
thab.™ Dan sebagainuina yang diketa-
hui hahwa yang dimaksud fiwa Unr
adalaly jiwa iihad,

Titihaed  bisa dikatakan sehagai ja-
minan hahsa hukum Istam akan dapat
hertshan dan antisipatif, adalah karena
di dalam konsep iftibad, pengglian
hukum (harw) dapat dilakukan dengn
berbagai cara; dan yang paling penting
dalam kaitsnnya dengan menghadapi
masa depan adalih; metode Erf tun-
wk mengakomaodir adat/custom) dan
Mashalih Mursalah tuntuk mengako-
modir kemastahatan dan menolik nmf-

sadah/kerusakan), serta givas funtuk
menganalogikan ketetapan hukoum).®

Pemberdayaan terhadap ijtihad jugn
harus dilukukan, antam lain dengan
pengembangan jjtihad kolektif untuk
memperoleh pendekatan yang multi
scktoral dengan tanpa mengabaikan
asas-asas utama hukum Islam.* Maka,
sehbuah djtihad atas permasalahan banu,
lrruslah senantinsa mempertimbang-
kan perkembangan mutakhir dari
sentua aspek vang mempengaruhinya,

Suarw hal vang harus diperhatikan
Iagi adalalh bahwa hukum Islam menu-
pakan schuah sunmatullah, yang akan
sceilan dengan perfalanan fitrmh manu-
sk, dan tentu safa akal sehar, wakpun
moenmang, dognm tetap adit.*! Ini meru-
pakan sebhuah keistimewaan tesendin
vang mengrdikan hukum Islaim akan
tetap hisa cksist, karena pada hake-
katnya nunusia akan tidak bisa lepas
dori semua yvang bersifar nataral fit-
rah)

“Dalwm tadist perubohan hukum, bukem Istim masuk klosifkasi thimmer tradi-

Hown:, ialah tradisi yang ripis, di nxuna maksudnya bahwa hukum Islam #to bersifat
dinamis, dan bukan statis. (Nandang Sutrisno, SH, LIM. Mhum, Permanensi dan
Dinanisitas Hukum, makalah diskusi panel PSI, 11 Nopember 1995, hal. 1],

“Muh. Dawd Ali, SH. Op.Cir., hal. ...

“Drs. Amir Nuruddin, Hithad Umar bin Kbatbtbab, Rajawali, Jakarta, cet-1, hal.
121.

“iraian cksistensif tentang metode ijtthad divraikan secara baik dalam: Abd al-
wahhab al-Khalaf, fim Usbul al-Figh. Dar al-Qalam Kuwait, Cor-2, 1978, hal. 79.

“Azlur Basvir, Reflekst Atas Persoalan ke-Islani-an. Mizin, Handung-2 1994,
hal. 79.

“Seseorang orentalis. Joseph Schat, tetap mengukui buhwa hukum Iskm sangar
rasional, tetapi memang ada doktrinernya; .. "irmtional. but only in limitedd degree...”
(Joseph Schatt, 4n Introduction to Istamic Law Ostord 1t The Clarendon Pres, Cet-
[. 1964, hal. 202
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Situasi Poltik

Sebagaimana yang telah disinggung
di atas, bahwa situasi pofirik nasional
saat ini bersifat sangat akomodatif ter-
hadap Istam, maka aspirast umat Is-
lam relatif tersalurkan. Dari kecende-
rungan yang ada, bahwa untuk kondisi
mendatang, minimal kondisiny:t tidak
akan lebih buruk.

Demokmatisasi yang telah diluncur-
kan, diperkimkan akan tetap mengge-
linding dan mengimplikasikin sebuah
tuntutan yang sangat klise: aspirasl nw-
syarakat harus diperhatikan demi inte-
gralitas sebuah negara (komunitas). Se-
hingga, dalam pembahasan ini, pros-
pek politik umat Tslam ticitk akan lebih
buruk, minimal, konstan dan linier.,

Dengan melihat dua karakter pen-
ting masa depun serta perkiraan impli-
kasi sosial-politiknya, nutka prospek
hukum Islam di Indonesia akan sena-
kin cerh, dalam artian, bahwa unuu
Islam akan berpeluang semakin besar
untuk menggolkan bethagai cita-cita
hukum. o8

Sceara global, hisa dikatakan, bah-
wa dalam hukum Keperdatum, akan
terjadi legalisasi terhadap berbagai akti-
fitas muanulah yang selama ini belum.
Terutama yang berkaitan dengan Al-

ai (pemiberdayaan harta). Kecende-
rungan untuk melegalisastkan heberapa
modus pemberdayaan harta semakin
nampak, misalnya pentotongan gaji un-
tuk YAMP (Yayasan Amal Bhakti Mus-
lim Pancasila), zakat profesi di tempat-
tempat tertentu (Depag).

Dalam hal Administrasi, kecende-
rungan akin diberikannya kelonggaran
mengamalkan ibadah pada berbagui

lembaga semakin meningkat, juga apa
kain muslinmh di berbagai instansi stra-
tegis pemerintah yang selama ini belum
diizinkan, setelah pemakaian - jilbab
untuk siswi muslimah diperbolehkan.
Dalam masalah kepidanazn, tun-
wtan wntuk dimasukkannya muatan
hukum Islam dalam berbagai aturan/
peruncangun semakin kuat, misalnya:
ketentuan Minuman Keras, Hukuman
Mati, dan berbagai undang-uadang ba-
ru nanti agaknya semakin kuat.
Belum Lima berlilu, UU Perak (Per-
adilan Anak) diprotes sedemikian kuat
karena dinilai mengabaikan UU No. 7
tahun 1989, dan UU No. § Tahun 1974,
Kemudian, yang masih hangat dilsicara-
kan adalah Perda DKI Jaya yang meng-
atur tentang Minuman  Keras juga
diprotes demikian kuatnya. nmka bisa
diperkirakan, bahwa untuk masia nwn-
datang, tuntutan unmt Islam untuk
mendapatkan jaminan hukum vang
lebily pasti daknn kehidupan bemsya-
rakat akan senmkin dituntat. Hal it
herarti hahwa unmt Iskin akan selalu
berusaha memasukkan muatan nilid
religiusitas dalam hukum di Indone-
sist. Dan menghadapi -hal ini, peme-
rintth tidak akan bisa menterlantarkan
begitu sajn aspirasi umat Islam,

Kesimpulan

Dari semua uraan di atas, bisa
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hukum Islam di Indoncesia
memiliki akar historis yang sangat
kuat di Indonesia, semenjak zaman
kerajaan (pra kolonialisme).
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2. Umat Islam selalu berusaha untuk
melawan dan menentung kekuasa-
an Belanda, antar lain adalah ka-
rena alasan aganu. Sangar logis-
lah bila unen Islim memberikan
kontribusi yang singat besar terha-
dap perjuangin kemerdekaan.,

3. Tuntutan unet Islam untuk jfaminan
kepastiin hukum dalon beberpa
hal vang memungkinkan, serta un-
wk memasukkan aspirmsi Islam ke
dalam masalah-masalah pidana,
akan senantiasa ada dan conderung
makin kuatbesar.

4. Sikap pemerinth vang sangar ako-

neclatif terhacdap kepentingan unui

Islam, akan mengimplikasikan bah-

wiaspirasi umat Islam (dilam

pembangunan hukum Nasional)
akan bisa wertampung relatif lebih
haik dari masa-masa sebelunmya.

Dengan asumst bahwa tiga variihxe]

penentu: variabel sosial, hukum

Isfam, scrta situasi politik, tidak

akin mengalami perubahan yang

drastis dan radikal, bisa dikatakan
bibwa hukum Islim di Indonesia
pada masa-nasa mendatang akan

senkin baik. o

.J!

Daftar Pustaka

AbALWahhab al-Khalof, o Usbul
al-Figh, Dara al-Qalam, Kuwait,
cet. 2, 1978,

A. Azhar Basyir, [1. MA, Reflelssi Atas
Persoalan Ke-Islam-an. Mizn.
Bundung, cet. 2, 1994,

Amiur Nuruddin, Drs., Ijtibad Umar
bin Kbatbthab, Rajnwali, Jakarta,

cet. 1, 1987,

Badri Yatim, Sejarab Peradaban Is-
lam, Rajawali Press, Jakurts, cet-1,
1993.

Edi Rudiana Aricl, Sli, peny.,
Hubkaum Islam di Indonesia, Pustika
Rosdakarya, Bandung, cet. 1, 1987,
Fazlur Rahman, fsfam, terj. Ahsin

Mulumnud, Bandung, Pustaka, cot.

. 1984,

Ibrahim 1losen, Prof, 1. LML, dkk.,
Prof. Ibrabin Hosen dan Pentba-
barunan Hukum Islam di Indo-
resia. C\' Putera [Tasapan, 1, cet.
1, 109,

lgbal Abdurrauf Saimima. peny,
Polentik Realktualisasi Afaran
Islam. Pustaka Panimuas, Jakarta,
cet. 1, 198RS,

Joseph Schat, dw Intreduction to Is-
lamic Law . Oxford at The Claren-
don Press, oot 1, 1904,

M. Amin Riis. Dr. 1., Cakratala Is-
lam. Mizan, Bandung, cet. 1, 1987,

MB. Hooker, Islantic Law in South
East Asia. Oxford University Pross,
1934,

M. Rasjidi, Prof. Dr. H, Strategi
Kebudayaan dan Pembabaruan
Pendidikan Nasional. Bulan
Bintang, Jakarta.

Moh. Idris Ramulyo, SH. MIl, Asas-
Asas Hubum Islam. Sinar Grafika,
Jakarta, 19....,

Zuli Qodir dan Lalu MS, cd. ICMI,
Negara dan Demokrast, Pustaka
Pelajar-Lingkaran, Yogyakarta. cet.
1. 1995.

Muh, Daud Ali, Prof. H, Sli, Asas-
asas Hubum Islam. Rajawali, Ja-
karta, cet. 2, 1991.

12

JURNAL HUKUM



Prospek Hukum Iskon < Indonesis

Simuh, Dr., Mistiks Islam Kejawen
Raden Ngabebi Ronggowarsilo.
U1 Press, Jakarta, cet. 1, 1988.

Sudirman ‘Tebba, ed., Perkentbangan
Mutalkbir Hulzum Islan:, Mizan,
Bandung, cet. 1, 1993.

Thomas W. Arnold, Peraching of
Istam, terj. Nawawi Rambe, Pusta-
ka Jaya, Jakana, cet. 2, 1981

Nanclang Sutrisne, StI, LLM, M. llum,.

Permanensi dan Dinamisitas

Hubkum, Hukom diskusi panel PSH

FH Ul 11 Nop. 1995.
Encyclopaedia America, Vol. 15.
Encyclopaedia Britanica. Vol. 15.
Republika. 27 Scptember 1996.
Republika, 11 Oktober 1996.
Prisma, No. 5 Tahun 1988.
Undang-Undang No. 7 Tabun 1992

Temtang perbankan, CV Mini Jaya
Abadi, Jakarta, 1992,

NO. 8vol. 5 ) 1997

13



